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I. UMUM 

Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dimaksudkan untuk 

percepatan pembangunan perekonomian nasional yang berdasar atas 

demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk 

itu Kawasan Ekonomi Khusus yang dibentuk dan ditetapkan oleh 

Pemerintah harus memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis 

sehingga dapat memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor, dan 

kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dengan 

pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus maka perkembangan daerah 

dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat menjadi model terobosan 

pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi sehingga dapat 

menciptakan lapangan kerja. 

Agar Kawasan Ekonomi Khusus berkembang dan menarik penanaman 

modal utamanya penanaman modal asing baru dan lebih kompetitif 

dibandingkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus sejenis di berbagai 

negara, perlu diberikan fasilitas dan kemudahan dalam bentuk perpajakan, 

kepabeanan, dan cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, 

pertanahan, serta perizinan dan nonperizinan. 
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Fasilitas dan kemudahan dalam bentuk perpajakan, kepabeanan, dan 

cukai berupa pemberian fasilitas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 

Nilai, atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah, dan/atau kepabeanan, dan/atau cukai. Jenis, besaran, dan jangka 

waktu pemberian fasilitas dan kemudahan pajak penghasilan yang 

diberikan kepada Badan Usaha serta Pelaku Usaha berdasarkan 

keterkaitan bidang usahanya dengan Kegiatan Utama di Kawasan Ekonomi 

Khusus. 

Fasilitas dan kemudahan dalam bidang ketenagakerjaan berupa 

pembentukan Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerja sama Tripartit yang 

khusus di Kawasan Ekonomi Khusus dan hanya 1 (satu) Forum Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh di setiap perusahaan. Disamping itu diberikan 

kemudahan dalam rangka penggunaan tenaga kerja asing di Kawasan 

Ekonomi Khusus dengan tetap mengutamakan tenaga kerja dalam negeri. 

Fasilitas dan kemudahan di bidang keimigrasian menyangkut 

Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan, Visa Khusus, dan izin tinggal 

bagi orang asing yang bekerja di Kawasan Ekonomi Khusus maupun orang 

asing/badan hukum asing yang memiliki rumah tinggal/hunian di 

Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata. 

Fasilitas dan kemudahan di bidang pertanahan menyangkut 

pengadaan tanah, pengukuran dan pemberian hak atas tanah. 

Adapun fasilitas dan kemudahan menyangkut perizinan dan 

nonperizinan yaitu dengan melakukan percepatan dan kemudahan dalam 

melakukan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus. Izin investasi 

dapat diberikan paling lama 3 (tiga) jam dalam hal persyaratan telah 

terpenuhi. Disamping itu diterapkan pula perizinan dan nonperizinan yang 

diberikan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (checklist), 

sehingga hal ini mempercepat realisasi investasi di Kawasan Ekonomi 

Khusus. 

Dalam rangka pengaturan fasilitas dan kemudahan di Kawasan 

Ekonomi Khusus tersebut dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, perlu 

membentuk Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas dan Kemudahan di 

Kawasan Ekonomi Khusus. 
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II. PASAL DEMI PASAL  

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

 

Pasal 2 

Cukup jelas 

 

Pasal 3 

Huruf a 

Contoh Kegiatan Utama yang ditetapkan dalam KEK A adalah sawit 

dan/atau turunannya. Dengan demikian selain sawit dan/atau 

turunannya merupakan Kegiatan Lainnya. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 

Pasal 4  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Menteri atau kepala lembaga terkait antara lain adalah menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 

negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang perindustrian, kepala lembaga yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang penanaman modal atau menteri 

teknis lainnya. 

 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 
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Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Keanggotaan komite verifikasi terdiri dari unsur kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan 

negara dan unsur Dewan Nasional KEK. 

 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Huruf a  

Fasilitas pengurangan penghasilan neto diberikan selama 6 

(enam) tahun terhitung sejak saat mulai berproduksi komersial, 

yaitu setiap tahunnya sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah 

Penanaman Modal berupa perolehan aktiva tetap berwujud 

termasuk tanah untuk kegiatan utama usaha.  

Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto (dalam hal 

mendapat keuntungan usaha) atau menambah kerugian fiskal 

(dalam hal mendapat kerugian usaha). 

Contoh: 

PT ABC melakukan Penanaman Modal sebesar 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar  rupiah) berupa 

pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin. 

Terhadap PT ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan 

penghasilan neto (investment allowance) sebesar 5% x 
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Rp100.000.000.000,00 = Rp5.000.000.000,00 setiap tahunnya, 

selama 6 tahun dihitung sejak saat mulai berproduksi 

komersial. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Misalnya, investor dari negara X, memperoleh dividen dari Wajib 

Pajak badan dalam negeri yang telah ditetapkan memperoleh 

fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Apabila investor 

X tersebut bertempat kedudukan di negara yang belum memiliki 

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan Pemerintah 

Republik Indonesia, atau bertempat kedudukan di negara. Yang 

telah memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan. 

Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen untuk 

Wajib Pajak Luar Negeri 10% (sepuluh persen) atau lebih, maka 

atas dividen tersebut hanya dikenakan Pajak Penghasilan di 

Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen). Namun apabila 

investor X tersebut bertempat kedudukan di suatu negara yang 

telah memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan 

Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen lebih. 

rendah dari 10% (sepuluh persen) maka atas dividen tersebut 

dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesuai dengan tarif 

yang diatur dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda 

tersebut. 

Huruf d 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan, kerugian fiskal pada suatu tahun pajak, dapat 

dikompensasikan dengan keuntungan yang diperoleh dalam 5 

(lima) tahun pajak berikutnya. Dalam rangka mendorong 

Penanaman modal, jangka waktu kompensasi kerugian tersebut 

dapat diberikan lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih 

dari 10 (sepuluh) tahun. Jumlah penambahan jangka waktu 

kompensasi kerugian tersebut dapat diberikan dalam hal 

dipenuhinya persyaratan/kriteria sebagai berikut: 
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1. Tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 1 

(satu) tahun apabila melakukan Penanaman modal dengan 

nilai lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); 

2. a)  Tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 1 

(satu) tahun apabila mempekerjakan paling sedikit 500 

(lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) 

tahun berturut-turut; atau 

b) Tambahan jangka waktu kompensasi selama 2 (dua) 

tahun apabila mempekerjakan paling sedikit 1.000 

(seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) 

tahun berturut-turut; 

3. Tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 1 

(satu) tahun apabila Wajib Pajak yang melakukan 

Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk 

infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling 

sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

4. Tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 2 

(dua) tahun apabila dalam rentang waktu paling lama 5 

(lima) tahun pajak, melakukan pengeluaran biaya penelitian 

dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka 

pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 

5 % (lima persen) dari jumlah Penanam Modal); 

5. Tambahan jangka waktu kompensasi selama 1 (satu) tahun 

apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil 

produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh 

persen) paling lambat tahun ke-4 (keempat); 

6. Tambahan jangka waktu kompensasi kerugian selama 2 

(dua) tahun apabila perluasan dari usaha yang telah ada di 

KEK sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba 

setelah pajak (earning after tax) Wajib Pajak pada satu tahun 

pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan 

penanaman modal; dan/atau 

7. Tambahan jangka waktu kompensasi kegiatan selama 2 

(dua) tahun, apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% 

(tiga puluh persen) dari nilai total penjualan. 

Infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud pada angka 3 

adalah sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan 
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bersifat nirlaba. 

Fasilitas Pajak Penghasilan berupa tambahan jangka waktu 

kompensasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat ini  

diberikan paling lama 5 (lima) tahun. 

Ayat (2)  

Cukup jelas.  

 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

 

Pasal 12 

Ayat (1)  

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “barang dan bahan” termasuk bahan baku 

dan bahan penolong produksi. 

 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Ayat (5) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “barang dan bahan” termasuk bahan 

baku dan bahan penolong produksi. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “barang modal”, misalnya: 

1)  peralatan dan perkakas untuk pembangunan, perluasan, 

atau konstruksi; 

2)  mesin; 

3)  peralatan pabrik; dan 

4)  cetakan (moulding), 

termasuk bahan untuk pembangunan, perluasan, atau 

kontruksi, serta suku cadang yang dimasukkan tidak 

bersamaan dengan Barang Modal yang bersangkutan. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas.  

 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

 

Pasal 20 

Cukup jelas. 

 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

 

 

www.peraturan.go.id

http://www.peraturan.go.id


No.5783 -9- 

Pasal 22 

Ayat (1) 

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam 

undang-undang di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang 

terdiri atas: 

a. jenis pajak provinsi: dan 

b. jenis pajak kabupaten/kota. 

Golongan retribusi daerah terdiri atas: 

a. retribusi jasa umum; 

b. retribusi jasa usaha; dan 

c. retribusi perizinan tertentu. 

Contoh: 

Misal pada KEK pariwisata, pemerintah provinsi dapat menetapkan 

peraturan daerah untuk tidak memungut antara lain pajak air 

permukaan dan pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan 

peraturan daerah untuk tidak memungut antara lain pajak hotel, 

pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak bumi dan 

bangunan perdesaan dan perkotaan, dan/atau bea perolehan hak 

atas tanah dan bangunan. 

Ayat (2) 

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diatur dalam 

undang-undang di bidang pajak daerah dan retribusi daerah yang 

terdiri atas: 

a. jenis pajak provinsi: dan 

b. jenis pajak kabupaten/kota. 

Golongan retribusi daerah terdiri atas: 

a. retribusi jasa umum; 

b. retribusi jasa usaha; dan 

c. retribusi perizinan tertentu. 

Contoh: 

Misal pada KEK yang Kegiatan Utama berupa industri, pemerintah 

provinsi dapat menetapkan peraturan daerah untuk memberikan 

keringan pajak air permukaan sebesar 50% (lima puluh persen) dan 

pemerintah kabupaten/kota dapat menetapkan peraturan daerah 

untuk tidak memungut antara lain pajak air tanah, pajak 

penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan 

perkotaan, dan/atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 
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sebesar 50% (lima puluh persen). 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

 

Pasal 30 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Barang yang dapat dimusnahkan hanya terhadap barang yang 

busuk atau kadaluarsa. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 31 

Cukup jelas. 
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Pasa1 32 

Cukup jelas. 

 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

 

Pasal 40 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

 

Pasal 43 

Cukup jelas. 
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Pasal 44 

Cukup jelas. 

 

Pasal 45 

Cukup jelas. 

 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

 

Pasal 50 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

 

Pasal 54 

Cukup jelas. 
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Pasal 55 

Cukup jelas. 

 

Pasal 56 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Pembebanan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

ditujukan sekurang-kurangnya untuk menunjang kegiatan anggota 

Dewan Pengupahan dari unsur Pemerintah.  

 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

 

Pasal 60 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Untuk mendukung pelaksanaan pendaftaran perjanjian kerja 

bersama di KEK, gubernur atau bupati/walikota menempatkan 

pejabat di bidang ketenagakerjaan pada Administrator KEK. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

 

Pasal 62 

Cukup jelas. 
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Pasal 63 

Cukup jelas. 

 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

 

Pasal 72 

Cukup jelas. 
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Pasal 73 

Cukup jelas. 

 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

 

Pasal 80 

Cukup jelas. 

 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

 

Pasal 82 

Cukup jelas. 

 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

 

Pasal 84 

Cukup jelas. 
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Pasal 85 

Cukup jelas. 

 

Pasal 86 

Cukup jelas. 

 

Pasal 87 

Cukup jelas. 
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